FPEMERINTAH KABUFATEN SUMENEF

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP
NOMOR : 02 TAHUN 2006
TENTANG

PEMBENTUKAN DRGANISASI DINAS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMENEP

Menimbang © bahwa dalam rangka meningkatkan | penyelenggaraan
Pemerintzhan, pelaksanaan pembangunan, pelayanan kepada
masyarakat secara berdaya quna dan berhasil guna, maka periu
dibentuk suatu Organisasi Perangkat Daerah yang dituangkan
dalam suatu Peraturan Daerah,

Mengingat @ 1. Undang-Undang WNomor 12 Tahun 1950 tentang
Fembentukan  Daerab-Daerdh  Kabupaten dalam

Lingkungan Propinsi  lawa Timur (Lembaran Negara Repubdik

Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 09);

Z. Undang-Undang Momor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawdian {Lembaran Republic [ndonesia Tahun
1974 Nomor 55, Tambahan n Negara Nomor 3041)

sebagaimana telah divbah dengan Undang-Undang Nomor 43
Tahun 1999 (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun

1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Momor 17 Tahun 2003 tertang Kewangan
Megara (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahwn 2003
Momor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4 Undang-Undang MNomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Megara (Lembaran MNegera Republik
Indonesia Tahwen 2004 MNomor 5, Tambahan Lembaran

Megara Momor 4255);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan
Lembaran NéQara Nomor 4389,

6. Undang-Undang MNomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4437);



7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang PerimBangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran

Megara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah MNomor 100 Tahun 2K tertang

Pengangkatan Pegawal Meger Sipil Dalam Jabatan Struktural
(Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2000

Momor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor S018),
sebagaimana telah divbah dengan Peraturan Pemerintah
Momor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik [ndonasta
Tahun 2002 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Nomar
4193);

9, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian
Pegawai Negerl Sipll (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4363).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMENEP

Menetapkan
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BUPATI SUMENEP

MEMUTUSKAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS DAERAH

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

. Daerah adalah Kabupaten Surmenep;

. Pernerintah Diserah adalah Pemenntah Kabupaben Sumeneg,
. Bupati adalah Bupati Sumenep:

. Perangkat Daerah adalah organisasl/ kembaga pada Pemerintah

Daergh yang bertanggung fawab kepada Bupati dalam
peryelenggaraan  Pemernintahan yang terdii  darl  atas
Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Doerah dan
Lembada Texnis Daerah, kefamalan dan Keurahan Sesuai
dengan kebutuhan Daerah;

. Daerah adatah Sekretaris Dasrah  EKabupaten
Sumenep;

. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintan Kabupaten;
Uinit Pelakcsana Teknis Dinas setanjtnyd disebut UFTD adalah

ursyr  pelaksana operasional dinas df Gpangan  yang
melaksanakan sebagian tugas dinas dan mempuyai wilayah
keria satu atau beberapa Eecamatan.,



BAB IT1
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Dinas Daerah

Pasal 2

(1} Dinas Daerah menupakan unsur pelaksana Pemesintah Daerah;

(2) Dinas Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam
pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab
kepads Bupati medalul Selretans Daerah.

Pasal 3

Dinas Deerah mempumyal tugas melaksanakan kewenangan
Otonomi Daerah datam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi.

Paal 4
Dﬁmmlmﬂnnumimm dimaksud dalam pasal 3,



b
-

d
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F. Eﬂnuwummﬂmhua:

g. Dinas Pekerjaan Limum Pengairan;

h. Dinas Pekeraan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang;

| Dinas Koperasi dan Usaha Kedl Menengah;

i. Dinas Perinthestrian, Perdagangan dan Penanaman Modal ;
k. mmw.mmmmﬂnﬂ:
i

Dinas Tenaga Kerja;

Dinas Pendidikan terdir dari :

a, Kepaia Dinas;

b Sekretanal;

c. Bigang Pendidikan Dasar;

d. Hedang Pendidikan Menengah;

e. Bidang Pendidikan Luar Sekplah, Pemuda, Ofsh Raga dan
Senl Budaya,

f. Bidang Pembinaan;

9. Kelompok Jabatan Fungsional;

h. UFTD.

Pasal 10

(1) Sekretarist sebagasmana dimaksud dalam pasal @ huruf b,
membavah
a. Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawalan;
b. Sub Baglan Program, Perencanaan dan Ksuangan,
(2 Bidang Pendidilkan Dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 9
hiurul ¢, membasahl :
a. Seksi Taman Kanak-Kanak;
b. Seksi Sekplah Dasar,
e Seksi Ketenagaan Taman Kanak-Eanak dan Sekolah Dagar

{31 Badang Pendidikan Menengah sebagaimana dimaksud dalam
pasal 9 hurul d, membawahl :
a. Seks Sekolah Mensngah Pertama;
b, Seksi Sekolah Menengah Atas dan Keunuan;
. Seksd Ketenagaan Sekolah Menengah Pertama, Sesodah
Meanengah Atas dan Kepuruan,



|: Seksi Pelayandn Medik Khusus,

i1y Bidang Bina Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud
datam pasal 11 huruf d, membawahi ©
a. Seksi Kesshatan [bu dan Angk;

b, Seksi Kesshatan Lsia Lamjut?
. Saksi Gin.

(4) Bidang Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Limgkungan
sabagaimana demaksud dalam pasal 11 huruf e, membawahi |
a4 Seksd Pengamatan dan dan Pemberantasan Penyakit,

b, Seks Peryenatan Lingkungan;
€. Seksi Pengawasan Kualitas Alr.



{5) Bidang Farmasi d¢an Promosi Kesehatan sebagaimana dimaksud
dalam pasal 11 huruf f, membawahi :
3. Seko Farmasl, Pengawasan Cbak dan Makanan,
b. Seks Narkoba dan Zal Adetil,

£, Sekdl Prommosl Kesehatan, Jaminan Peméeliharaan Kesehatan
Masyaragkat (JPKM) dan Usaha Kesehatan Bersumber Dana

Masyarakat;
(6) Kelompok Jabatan Fungsional
(7Ty UPTD sebagaimana dimaksud datam pasal 11 el h, adalah
& UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas];
b. UPFTD Gudang Farmas;
L. UPTD Labordtorium KEsehatan,

Bagian Ketiga

Fasal 13
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(6) Kelompok Jabatan fungsional;
(71 UPTD sebagaimana dimaksud datam pasal 13 huruf h, adalah

UFTD Rehabilitas| Sosial,

Bagian Kesmpat
Diines Perhiubungan

Pasad 15

Pasal 16
(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud datam pasal 15 huruf b,
a. Sub Bagian Umum, Perlengiapan dan Kepegawaian:

b. Sub Bagian Program, Perencanaan dan Kesangan.
{Ebﬁldlrrgmwwnamtsehagaimmdm

i

C. Seksi Parkir.

(3) Bidang Perhubungan Laut, Angkutan Sungai, Danau dan
Penyeherangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15
hisruf d, memibanveais -

a. Seks| Anglutan Laut;
b. Seksi Anghutan Sungai, Danau dan Penyeberangan;
€. Seks| Laku Lnkas dan Keselamatan Pelayaran,

(4) Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan, sebagaimands
dimaksud dalam pasal 15 b &, membawani ©



:E:mmmﬂmwmmﬂmmﬂlﬂ
b T, membavahil -

a. Sels Pembinaan Kebudayaan;
b, Seksi Cagar Budaya;
C. Seksi Kepurbakalaan.
(B) Kelompok labatan Fungsiona
(T} LPTD sebagaimana dimaiksud dalam pasal 17 huruf h, adalah :
4. LUIPTDY Museum;
b, UFTD Wisata Slopeng;
o LUPTD ‘Wisata Losmbang.
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Pasal 20

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf b,
membaniahs
a, Sub Bagian Umum, Periengkapan dan Kepegawaiar;
b, Sub Bagian Program, Perencangan dan Keuangan,

(2} Bidang PengendaSan dan Operasional sebagaimana dimaksud
datam pasal 19 hurul C, membawahi

a, Saksl Perencanaan dan Laboratonum;

-|:, Sedsi Peningatan lalan,
(4) Bidang Permeliharaan sebagaimana dimaksud datam pasal 19
murul @, membewahl
2. Seksi Pemelinaraan Jalan;
b. Seksl Permeliharasn lembatan;
¢, Seksi Permeliharaan lalan Kota.

(5) Kelompok Jabatan Fungsional
(8) UPTD sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf g, adakah




Prsal 22

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud datam pasal 21 huruf b,
membawahi
a. Sub Bagian Lmum, Perlengkapan dan Kepegawaian,

b. Suly Bagian Program, Perencanaan don Keuangan.

(2) Bidang Pendayagunaan dan Pengeiplaan Sumber Daya Al
sehagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf ©, membawan |
a. Sekw Pendayagunaan dan Pengelolaan  Air  Irigasi

Permukaan;
b, Seksi Pendayvagunaan dan Pengelolzan Air Tanah,

(3) Bidang Konservasi dan Pengendalian Sumber Daya Ar
sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf d, membawahi ;
= 521-:.-1 Konservasi dan Pengendallan Sumber Alr dan

EMMMWWMMr

(4) Bidang Pengembangan  Kelembagaan dan  Kemitraan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf e, membawahi |
a. Seksi Pemberdayaan Kelermmbagaan Pengeiola Sumiber

hmwwmwm
(5) Bidang Sarana, Prasarana dan Furlﬂnm sehagaimana

a. Seksi Sargna dan Prasarana;
b, Seksi Perignan dan Retribusi.
(6) Kelompok Jabatan Fungsional
(7} UPTD sebagaimana dmaksud dalam pesal 21 huruf h, adalsh
LIFTD Irigasi.
Bagian Kedelapan
Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
Pasal 23
Dinas Pekenaan Umum Clpta Karya LErdiri dar
a. Kepala ]
b Sexkrelanat;
c. Bidang
d. Bidandg
e, Bidang
. Bigang
g. Kelompok
h, UPTE.
Fasal 24
(1] Sekrefariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 hural b,

i Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepagawaiin,
b. Sub Bagian Program, Perencanaan dan Keuandgan,

(2] Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Sebagaimand hmaksud
nmmpmd:i!ilhni't,minuﬂi
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(3) Bidang Pembangunan dan PemeSharaan SEbagaimana
dimaksud dalarn pasal 23 huruf d, membawal .
a. Seksi Pembangunan Gedung Negara;
b Seksi Pernbangunan Sarana Fasiitas Umum;
c. Seksi Permeliharaan Gedung MNegara dan Sarana Faslitas

Limiuam.

(4) Bidang Pensmghan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23
huruf &, membavwai :
LEH‘.'HFEI‘E‘E.I‘HTEHI’H‘E..

{ﬂl-:mnwhmﬁw
(7} UFTD sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf h, adalah
UPTD Cipta Karya Kecamatan,

Bagian Kesembilan
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM)

Pasal 25

:

Koperasi dan Usaha Kecl Menegah (UKM) terdiri dari :

i

uﬁmwmmmmm:
Bina Usaha Koperas;

Bina Fasilitas Pambiayaan dan Simpan Pinjam;
Bina Pengusaha Kecil dan Menengah;

g Kelompok Jabatan Fungsional,

Fasa 26

Hif

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 hural b,
membawai
& Sub Bagian Umum, Periengkapan dan Kepegawalan;
b. Sub Baglan Program, Perencanaan dan Keuangan.

(2) Bidang Kelembagaan Koperasi dan Sumber Daya Manusia
sebagaimana dimaksud dalarm pasal 25 huruf ¢, membawahi :
&, Seksi Pengembangan Kelembagaan Koperas;
b, mw&mmﬁmm

b, Sﬁdﬂmmwmmﬂ
. Seksi Bina Usaha Eelautan dan Perficanan,

{4) Bsdang Bina Fasilitas Pembiayean dan Smpan Pinjam
sehagaimana dimaksud dalam pasal 25 huruf &, membaswahi ;
a. Selsi Bing Fasilites Pembsayaan dan Jasa Keuangan,

b. Seksi Bina Usaha Simpan Pirnam;
C. Seksi Pengawasan Fasilites Pembiayaan dan Simpan Pinjam.



(5) Bidang Bina Pengussha Kecl dan Menengah sebagaimana
dimaksud dalam pasal 25 hurul f, membawahi :
a. Selcsi Bina Pengusaha Kedil;
b, Seksi Bina Pengusaha Menengah;
¢, Seksi Bina Aneka Jasa.

(B) Keloempok Jabatan Fungsonal,

Bagian Kesepuluh

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan
Penanaman Modal

Fasal 27

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman  Modal
terdiri dari :

a. Kepald Dinas;

b, Sekreaniat;

. Bidang Bina Perindustrian:

d. Bidang Bina Perdagangan;

e, Bidang Kopordinasi Penanaman Modal;

f. Bidang Pemberdayaan Industri;

g. Kelompok Jabatan Fungsional;

Pasal 28

(1} Sekretariat sebagaimana dimaksud datam pasal 27 huruf b,
membawahi
2. Sub Bagian Umum, Perlengiapan din Kepegawasan,
b. Sub Bagian Program, Perencanaan dan Keuangan.

(2) Bidang Bina Perindustrian sebagaimana dimaksud dalam pasal
27 huruf ¢, membawahi :
A Seks Pendaftaran Perindustrian;
b. Seksi Informasi Kerjasama Industri;
C. Seksi Bina Industrl Rumah Tangga, Indusd Kecll dan

Agroindustri.

(3) Bidang Bina Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam pasal
27 hurul d, membawahi :
a. Seksi Pendaftaran Perdagangan;
h. Sekst Informasi Kerjasama Perdagangan;
c. Seksi Bing Pecdagang Kakl Lima dan Agrobisnis,

(4) Badang ¥oordinasi Penanaman Modal sebagaimana demaksud
dalarm pasal 27 hunf I, membawahi :
a. Seksl Penanaman Modal;
b, Seksi Kemitraan Usaha Industrt dan Perdagangan;
¢, Sekst Perimnan dan Retribus,

(5) Bidang Pemberdayaan Perindustrian dan  Perdagangan
sebagaimana dimalciud dalam pasal 27 huruf 2, membawahd |
A Seksl Penyuluhan,Pelatihan dan Ketergsmpalan |
b. Seksi Bantuan Usaha Industri dan Perdagangan,

(B) Kelompok labatan Fungsional.



a. Kepala Dinas:
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Pasal 30

(1] Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 huruf b,

Reprodukes;
c. Seksi Jaminan, Pelayanan dan Penanggulangan Masalzn
Eeluarga Berencana.
(3) Bidang Keluarga Sejahtera sebagaimana dimaksud datam pasal
29 hurul d, membawahil
a, Seksi Advokasi, Komunikas!, Informasi dan Edukasl;
b, Seksi Institusi gan Peran Serta;
¢, Seksi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga.
H:mwﬂnmﬂmmﬂmmﬂ
furuf &, membavehi

B mmmumm
b, Seksi Pengelolaan dan Dokumentasl Kependudulkan,
C. Seksi Pelayanan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk.
(5) Bidang Catatan SipH sebagaimana dimaksud dalam pasal 29
hiuruf £, membawahi
B, Sekal Pelayanan Adminksiras! Catatan Sipll;
b. Seksi Akte Catatan Sipil;
. Seksi Peryuluhan.
(6] Kelompok Jabatan FungSional,
(7} UPTD sebagaimana dimaksed dalam pasal 29 huruf h, adalah
LIFTD Keluarga Berencana Kecamatan,



(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 huruf b,

i

a. Mmm.wmw
b, Sub Bagian Program, Perencanaan dan Keuangan,

(2} Bidang Pedatihan dan Penempatan Tenaga Kerfa sebagaimana
dimaiksud datarm pasal 31 hunuf €, membaahi

&, Seksi Bina Instruktur dan Lembaga Latihan;
b. Seksl Sertifikasi Tenaga Kerja dan Perizinan;
c. Seksl Penanganan dan Penempatan Tenaga Kerja.




mmﬁmmw

(2) Bidang Bina Usaha Perlkanan sebagaimana dimaksud dalam
pasal 33 huruf ¢, membawahi |

Seksi Bina Usaha Pertkanan Tangkap;

Solesd Bina Usaha Pertkanan Budidaya;
C. Seks Bing Usaha Pengolahan Hasil Perianan,

(3) Bidang Pemberdaysan Pesisir dan  Pulau-Pulay  Kedl
sebagaimana dimaksud datam pasal 33 huruf d, membawahi :
a. mrmmmﬂrmﬁm—mwm

2

c mwmmm
(4) Bidang Eksplorasi dan Teknologi Kelautan sebagasmana
dirnaksud dalam pasal 33 hurul &, membawah :

(8) Kelompok Jabatan Fungsional
(7} UPTD sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 huruf h, adaiah -



Pasal 36

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 hunuf b,
membawahi
a. Sub Bagian Umum, Perlenglkapan dan Kepegawaian,
b. Sub Bagian Program, Perencanaan dan Keuangan.
(2) Bidang Pertanian Tanaman Pangan sebagaimana dimakesud
dalam pasal 35 huruf c, membawahi :
4, Seksl Permbenihan dan Pembibitan Tanamasn Pangan;
b, Seksl Produksl Padi dan Palawifa;
. Seksl Produkcs Hortikulturg.,
(3) Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam pasal
35 huruf d, memibanehi
a. Seksl Pengendallan Pangan;
b. Seks Penganckaragaman Konsumsi Pangan;
¢, Seksi Pengembangan Lumbung Pangan.
(4) Bidang Agribisnis sebagaimana dimaksud daslam pasat 35
huruf g, memibavwahs
a, Seksi Perrmodalan;
b, Seksl Usaha Agribisnis;
c. Seksi Pengelolaan Data dan Promos Agribisnis,
(5) Bidang Sumber Daya dan Penyuluhan sebagaimana dimaksud
datarn pasal 35 hurul f, membawadhi :
3. Seksi Sumber Daya Manusia dan Penyuluhan;
b. Saksl Kelembagaan Petani;
c. Seksi Prasarana dan Sarana.
{8} Kelompok Jabatan Fungsional.
(T} UPTD sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 huruf h, adadah
UPTD Pertantan Kecamatan.



Fasal 38

(3) Sekretariat sebagalimana dimaksud dalam pasal 37 honuf b,
rsermiaan |
a. Sub Bagian Umum, Perengkapan Gan Kepegawaian;
. Sub Bagian Program, Perencanaan dan Keuangan.
(2) Bidang Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 37
hurull ¢, membawahl :
a, Seksi Hutan Rakyat;
b. Seksi Angkd Kehutanan;
C. Seksi Rehabilitasi Lahan dan Konservas Tanah.
(3] Bidang Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 37
bl d, membawahi -
a. Seksi Pembibitan dan Pembenihan Perkebunan;
. Sekst Produksl Tanaman Perkebunan;
C. Sekst Perindungan Tanaman Perkebunan.
(4) Bidang Penyuluhan dan Agribisnis sebagaimana dimaksud
dalam pasal 37 huruf e, membawahi
a. Seks! Pemyuluhan;
b, Selcsi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan

Kekermdagaan,
£. Seksi Pengembangan Agribisnis.
(5) Bidang Periznan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud
datam pasal 37 huruf [, membawahi
A, Sedsi Penalaisahaan Hasd Hutan dan Perkebunan;
b. Seksi Retribusi Hasil Hutan dan Perkebunan;
C. Seksi Pengendalian dan Pengawasan Hasl Hutan dan
PErkEDUNGN.
(6) Kelompok Jabatan Fungsional.
(7] UPTD sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 huruf b, adalah
LUPTD Kehutanan dan Perkebunan Kecamatan.

Bagian Keenambelas
Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 39

Lnit Pelaksana Teknss Dinas terdin dan :

3, Kepals;
b. Sub Bagian Tata Usaba;
. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 40

Penjabaran tugas dan fungsi Orpanisasi Dinas Daerah, diatur kebih
lanjut oleh Bupati.



Pasal a1

Struktur Organisasi Dinas Daerah sebagaimana tercanbum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tdak terpisahkan dengan

Peraturan Daerah ini.
BAB WV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 472

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah inl, sepanjang
mengenal pelaksanaannya diatur kebih anjut oleh Bupatl.

Pasal 43

Dengan berlakunya Perasturan Daerah inl, maka Peraturan Daerah
Kabupaten Sumenep Nomor 22 Tahun 2004 tentang Pembentulcan

Organisasi Dinas Dasrah dinyatakan tidak berfaku lagi.
Pasal 44
Peraturan Daerah ini mulai beraku pada @nggal diundangkan.

Agaf satlap orang dapat  mengelahumya, memenntahkn
pengundangan Perabwran Daerah ini dengan penempatanmya
dalam Lembaran Daerah Kabupalen Sumsnep.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMENEF TAHUN 2006 NOMOR 02



KEPALA DINAS




Larrgirae Eeraturan Doergh Kty g SLmess
Nomor - O Tabun 2008
Tanggal : OF Jammprl 2006

STRUKTLR ORGANISAS]
DINAS KESEHATAN




Laenipuram Fermiuran Dasrah Kabupaien Sofresig

Momar @ L2 Tabwa 2008
Tenggal 03 Jarmsnrl 2006
STRUKTUR ORGANISAS]

DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL




Homor {12 Tahun 2006




Larrgiran Perauren Daenan Kabopahen Surmereo
CHILE 02 Tahin 2008

Torggal : 07 Janugri 2006

STRUKTUR ORGANISAS]
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN




LT Feraiursm Caesrah Kabupaien Somanep

Nomar 00 Tekars 3006
Tenggal - 0% Jarmumri 2006
STRUETUR ORGANISAST




B L2 Tabun 2008
Taoggal ° OJ Jmnuari zm;:.a_
STRUETUR ORGANTSAS]

Kel Jab. Fungs. |




Lamgwan  Parsiuran Daerah Kabupaten Sumenep

Namor | 07 Tahun 2006
Teeggal 07 dormimei E'EI{I'E_
STRUKTUR ORGANISAS]

DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

kel, Jab, Fungs. {




Momor O Tahun 2008
Tenggel @ OF Jumenrd 2006
STRUKTUR ORGANISAS]

DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

KEFALA DINAS




Momor (02 Takan 005

Tenggel 03 Joanumri 2000

o P —
i

DIMAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PENANAMAN MODAL




Lamgtian Parshuran Naarah Kabupalen Sumenef

Nomor i Tahun 2006
Tergea ' 03 Januari 2006
STRUKTUR ORGANISAS]
DINAS KELUARGA BERENCAMA, KEPENDUDUKAN DAN
CATATAN SIPIL

. Parsdalaa Pelayanan
bAnsksn 4 | munikasi, infoe- Kependudukan |—| Admensiras:
oy +rerbpivielig s & Edubiasi Cartatan Sipil
STET Frkisi Saal
Inshihusl dan Pangaiciaan & At Catatan
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